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ABSTRAK

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan keputusan pemerintah tata usaha
negara (KTUN) yang wajib dimiliki oleh setiap bangunan khususnya bangunan gedung,
tentunya diperlukan suatu peraturan yang berfungsi sebagai sarana pengendali untuk
menjamin bahwa bangunan yang akan dibangun dapat menjamin keselamatan orang-orang
yang akan tinggal di dalam gedung tersebut serta orang-orang di sekitar gedung tersebut.
Maka dari itu, Izin Mendirikan Bangunan sebagai sarana perizinan dalam rangka
mendirikan/merubah bangunan dapat digunakan sebagai standar penyesuaian bangunan yang
dapat melindungi keamanan masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Selain itu, Izin
Mendirikan Bangunan juga dapat digunakan sebagai jaminan hukum yang sah kepada
masyarakat terhadap kepemilikan gedung. Izin Mendirikan Bangunan tentunya sangat
diperlukan khusunya di Kabupaten Sleman sebagai daerah rawan bencana alam/gempa bumi.
Dengan demikian, karena Izin Mendirikan Bangunan menjadi hal yang penting hal-hal seperti
lambannya birokrasi, ketidakjelasan informasi, lamanya pemrosesan pelayanan perizinan
diharapkan tidak lagi menjadi kendala yang dapat menjadi penghambat bagi masyarakat yang
ingin mengurus IMB di Kabupaten Sleman. Kantor Pelayanan Perizinan dan Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman hendaknya bekerja lebih ekstra agar pelayanan
publik itu sendiri lebih efektif.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur
pelayanan permohonan izin mendirikan bangunan pada Kantor Pelayanan Perizinan (KPP)
dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) serta untuk mengetahui hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam penerbitan IMB di kabupaten sleman. Sedangkan untuk
memecahkan permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif
dengan pendekatan yuridis yakni pendekatan yang mengacu pada perundang-undangan,
dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun
2011 Tentang Bangunan Gedung.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pelayanan permohonan
izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sleman pada Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) dan
Dinas Pekerjaan Umum (DPUP) masih belum efektif dilihat dari sisi penerapannya,
keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang kurang memadai, serta tidak terlaksananya
fungsi pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB dan juga masih banyak
masyarakat yang mengurus IMB dengan waktu yang relatif lama, hal-hal tersebut yang
menjadi hambatan yang dihadapi dalam penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).Untuk
itulah, ada baiknya dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi
tersebut dapat melakukan pelimpahan wewenang, serta perlunya diadakan sosialisasi
mengenai IMB kepada masyarakat agar masyarakat memahami tata cara mengurus IMB dan
kewajibannya untuk memiliki IMB.
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MOTTO

- Jangan harapkan pihak lain menolong kita jika kita tak mampu
menolong diri kita sendiri ( Buya Safi’1)
- Tak seorangpun dimuka bumi punya jalan yang tersisa kecuali

terus naik “ No one on earth has any other way left but upward ™

( Buya Safi’i)
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BABI1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Negara telah memberikan wewenang kepada kabupaten atau
kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui otonomi
daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang Undang no.32
tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa kewenangan
daerah adalah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas
perbantuan kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan dibidang
lainnya.'

Pemerintah Daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara
yang tentunya lebih banyak berhubungan langsung dengan masyarakat dan
memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan diberbagai bidang,
pembangunan diharapkan dapat meningkatkan sektor perekonomian negara
Indonesia ini, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Sleman khususnya,” Pemikiran tentang mensejahterakan

masyarakat dituangkan dalam alinea ke-IV pembukaan UUD 1945 yang

I Pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah.

2 Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan (lJakarta:
PT.Grasindo,2009), him. 2.



menegaskan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan negara Indonesia
adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.?

Dalam suatu daerah mensejahterakan masyarakat juga merupakan salah
satu tugas pokok pemerintahan secara umum, yakni dengan memberikan
pelayanan kepada masyarakat (public service). Semakin banyak sarana dan
prasarana yang disediakan pemerintah maka diharapkan akan semakin maju
daerah dan masyarakat tersebut. Salah satu contoh yang memerlukan pelayanan
publik dengan baik adalah pelayanan dalam izin mendirikan bangunan yang
selanjutnya disingkat dengan IMB.

IMB sangat erat kaitannya dengan pertanahan dan setiap warga negara
Indonesia berhak memanfaatkan tanah baik untuk bangunan maupun untuk
tempat tinggal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria
Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 6 “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial” dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), “Hukum
agraria meliputi H.Pertanahan (bumi), H.Perairan (laut), H.Pertambangan
(kekayaan alam)” disamping itu hukum yang berlaku diatas bumi, air dan
ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan nasional dan negara.’

3 Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, Cetakan kesembilan (Jakarta:
Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, November 2009), him.3.

4 R. Atang Ranoemihardja, Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia, Aspek-aspek
dalam pelaksanaan UUPA dibidang agraria di Indonesia (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 228.

5 Ibid, him. 2.



Segala bentuk izin merupakan keputusan pemerintah (KTUN) terutama
yang berhubungan dengan pengajuan permohonan dan juga penerbitannya
wajib disertai syarat-syarat dan juga pertimbangan, dalam hal pengaturan
proses perizinan mengalami prosedur yang berbeda-beda dari jenis perizinan
yang satu dengan perizinan lainnya, misalnya saja dalam proses perizinan
mendirikan bangunan (IMB).6

Dalam mendirikan bangunan Pemerintah kabupaten Sleman mengadakan
pembangunan berupa pembangunan fisik dan non fisik, pembangunan fisik
misalnya pembangunan jalan, jembatan, perumahan, gedung sekolah,dll.
Sedangkan pembangunan non-fisik berupa peningkatan mutu kesehatan,
peningkatan mutu pendidikan, dll. pembangunan yang dilakukan tanpa
pemikiran yang matang akan berdampak negatif pada bangunan itu sendiri dan
juga pada lingkungan, contoh pengaruhnya terhadap lingkungan adalah
terjadinya bencana alam (banjir), pencemaran, penurunan hasil pertanian, dII.
Agar tidak terjadi permasalahan-permasalah demikian maka diperlukan adanya
pengaturan.

Pembangunan yang demikian harus ada izin untuk mendirikan bangunan-
bagunan tersebut, untuk bangunan berupa gedung izin dalam mendirikan
bangunan gedung tersebut merupakan suatu prasyarat bangunan gedung hal ini
diatur dalam Perda No.5 tahun 2011 pasal 7 ayat (1) “Setiap bangunan gedung

harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan

¢ Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi (Jawa Timur: Banyumedia, 2003),
hlm.62.



fungsi bangunan gedung” dan pasal 7 ayat (2) “Persyaratan administratif
bangunan gedung yakni meliputi :”’

1. Status hak atas tanah atau izin pemanfaatan

2. Status kepemilikan bangunan gedung

3. Izin mendirikan bangunan gedung

4. Sertifikat laik fungsi

Salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman adalah bangunan
yang tidak memiliki izin dapat terkena sanksi baik sanksi administratif maupun
sanksi pidana karena telah melanggar aturan daerah. Dalam kebijakan prosedur
dalam permohonan mendirikan bangunan terdapat banyak hambatan atau
permasalahan untuk memperoleh izin mendirikan bagunan tersebut, banyak
faktor yang memicu hambatan atau permasalahan tersebut tidak hanya dari
pemerintahnya namun juga dari masyarakat khusunya masyarakat kabupaten
Sleman.

Dari pihak pemerintah sendiri yakni dari pihak orang yang bekerja pada
dinas perizinan atau dinas pekerjaan umum dan perumahan, mereka seringkali
menunda jadwal penyampaian instruksi dari walikota sehingga terlambat dari
waktu yang ditentukan, selain itu pemberian IMB selalu membutuhkan
prosedur yang panjang dan cenderung berbelit-belit, warga masyarakat yang
ingin mengurus IMB harus memperoleh keterangan mulai dari RT, RW,
kelurahan, kecamatan, setelah itu masuk ke dinas pekerjaan umum belum lagi

jika ada kesalahan pada gambar atau semacamnya akan bertambah lama lagi

7 Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.



untuk memperoleh IMB tersebut. Prosedur yang panjang seperti ini tentunya
banyak menyita energi masyarakat yang ingin mendapatkan IMB sedangkan
dari masyarakatnya sendiri banyak masyarakat yang kurang akan kesadaran
hukum dan kurangnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku sehingga
terkadang masyarakat tak menghiraukan akan adanya IMB tersebut.®
Program IMB merupakan program yang bertujuan bagi terselenggaranya
tertib bangunan dan maka dari itu harus dilaksanakan sesuai prosedur yang
berlaku pada Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung salah
satunya yakni harus adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran perda ini.
Dari pemaparan mengenai permasalahan prosedur IMB yang berbelit-belit
dan masyarakat kabupaten sleman sendiri terdapat masih banyak yang belum
memiliki IMB maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas
akhir atau skripsi berjudul, “pelayanan permohonan IMB di Kabupaten Sleman
ditinjau dari Perda No.5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penyusun merumuskan
pokok masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana prosedur permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ?
2. Apa hambatan dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

8 Moenir, Managemen Pelayanan Umum di Indonesia (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001),
hlm. 27.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah
dan judul dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mempunyai
tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan
penelitian ini adalah:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pelayanan dalam prosedur permohonan izin
mendirikan bangunan (IMB)
b. Untuk mengetahui hambatan atau permasalahan apa saja dalam
pengurusan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB)
2. Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunan atau manfaat, adapun
manfaat dari penelitian mengenai IMB ini adalah :
a. Kegunaan Ilmiah atau Akademik
1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Tata Negara (HTN), khususnya melalui
kajian tentang Pelayanan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) di Kabupaten Sleman
2. Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan
datang.

b. Kegunaan Aplikatif atau Terapan



1. Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek.

2. Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

D. Telaah Pustaka

Survey awal dari beberapa literatur pustaka dalam rangka membantu
penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah keharusan yang tidak dapat
dihindari dan mutlak dilakukan. Beberapa literatur tersebut sedikit banyak
memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan skripsi ini. Adapun karya
tersebut adalah:

Apriliani dalam ‘“Peranan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dalam
Menangani Permasalahan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan”
mengungkapkan bahwa dinas perizinan ( pekerjaan umum ) adalah lembaga
pemerintahan yang bertugas menangani permasalahan dalam permohonan
izin mendirikan bangunan, ia menyebutkan bagaimana kebijakan-kebijakan
yang dilakukan dinas perizinan kabupaten bantul dalam menangani
permasalahan permohonan IMBdan permasalahan-permasalahan yang
terjadi dalam pengajuan permohonan dan proses penerbitan izin mendirikan
bangunan begitu juga dengan solusi dan upaya dalam mengatasi

permasalahan tersebut.’

% Apriliani, “Peranan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dalam Menangani Permasalahan
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, 2008.



Ade Irma Suryani dalam “Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dalam Perspektif Azaz-azaz Pemerintahan yang Baik
Kabupaten Sukamara” mengungkapkan bahwa tujuan dari IMB adalah tugas
pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakaan rakyat namun
prakteknya dalam memperoleh IMB bisa dibilang berbelit-belit dan masih
banyak kendala-kendala dalam memperoleh IMB khusunya di Kabupaten
Sukamara ini, ia juga meneliti upaya-upaya pemerintah kabupaten sukamara
untuk mengatasi kendala yang terjadi supaya sesuai dengan standart
pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.'”

Lukman Arief dalam,”Implementasi Kebijakan Perda No.7 Tahun 1992
tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Surabaya”
mengungkapkan tentang permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan IMB
di kota Surabaya, yang diteliti dalam jurnal ini membahas kesesuaian antara
perda no. 7 tahun 1992 tentang IMB ini dengan pelaksanaannya di kota
Surabaya sebagai contoh banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi
terutama di daerah pinggiran kali Wonokromo Surabaya yang masih banyak
terdapat bangunan liar.'!

Noorman Windarto dalam,”Peranan Dinas Perizinan kota Yogyakarta

dalam Pelayanan Izin Membangun Bangun-Bangunan Berdasarkan Perda

10 Ade Irma Suryani, “Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam
Perspektif Azaz-azaz Pemerintahan yang Baik Kabupaten Sukamara”, Skripsi Fakultas Hukum
UNDIP Semarang, 2008.

""" Lukman Arief,”Implementasi Kebijakan Perda no.7 Tahun 1992 tentang Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Surabaya”Jurnal ilmu sosial Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik UPN “Veteran” Surabaya Jatim, 2008.



nomor 5 Tahun 1988” mengungkapkan tentang pelayanan izin mendirikan
bangun-bangunan yang dilakukan oleh dinas perizinan kota yogyakarta
dengan cara yang cepat, mudah, murah dan terjangkau, ia juga meneliti
tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas perizinan tersebut
terhadap pelanggaran perda nomor 5 tahun 1988 tentang IMB di kota
Yogyakarta tersebut.'?

Nur Andriyatno Wibowo dalam,”Peran Unit Pelayanan Terpadu Satu
Atap (UPTSA) dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di
Kabupaten Gunungkidul” mengungkapkan tentang peran unit pelayan
terpadu satu atap (UPTSA) dalam memberikan pelayanan IMB di kabupaten
Gunungkidul yang diatur dalam perda nomor 11 tahun 2000 tentang izin
mendirikan bangunan. '3

Beberapa literatur, jurnal, judul skripsi yang telah disebutkan di atas,
belum ada yang membahas tentang pelayanan permohonan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) di Kabupaten Sleman berdasarkan perda nomor 5 tahun
2011 tentang bangunan gedung. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperluas lingkup dan

perumusan masalah terkait masalah IMB karena tiap daerah beda

penanganan permasalahannya mengenai IMB.

12 Noorman Windarto,”Peranan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam Pelayanan Izin
Mendirikan Bangun-bangunan Berdasar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988”, Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2006.

13 Nur Andriyatno Wibowo, ’Peran Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) dalam
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Gunungkidul”, Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2006.
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E. Kerangka Teoritik

Kebijakan Pembangunan Nasional di bidang pertanahan berlandaskan
pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA), Undang-undang ini merupakan penjabaran dari
ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.'*

Dalam Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah harus
melaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan, jadi pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten berhak mengurus dan mengatur sendiri urusan
pemerintahan yakni menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk
menjalankan otonomi yang seluas-luasnya namun kewenangan tersebut
dibatasi oleh kewenangan yang oleh Undang Undang ditentukan sebagai
urusan pemerintah pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Sleman
telah mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan kabupaten Sleman
khususnya dalam proses pelayanan publik dalam hal ini pelayanan IMB.
Pengertian izin sendiri menurut Bagir Manan izin dalam arti luas adalah suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara

umum dilarang, sedangkan menurut N.M.Spelt izin dalam arti sempit adalah

!4 Muchsin dan Imam Koeswahyono, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah
dan Penataan Ruang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him.44.
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pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan
pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan
tertentu tujuannya untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat
undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia
menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.'>

Dalam perda Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang
Bangunan Gedung menjelaskan tentang IMB bahwa IMB merupakan
perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemilik bangunan
untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang
berlaku. Dalam hal perizinan atau yang sering disingkat dengan izin ini
merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum
administrasi maka dari itu izin sangat erat kaitannya dengan Hukum
Administrasi Negara (HAN), Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana
yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Perizinan itu sendiri
dalam teori HAN dapat dikemukakan menjadi beberapa istilah yang sedikit
banyak memiliki kesejajaran dengan izin, yaitu Dispensasi, Konsensi, Lisensi.

Dispensasi merupakan keputusan administrasi negara yang
membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak
perbuatan tersebut, lalu Konsensi merupakan suatu izin yang berhubungan

dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sehingga

15 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),
hlm. 206-208.
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sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh
pemerintah  diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris
(pemegang izin). Sementara itu yang terakhir Lisensi merupakan suatu izin
yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan, baik izin
khusus maupun istimewa. Dari ketiga istilah tersebut maka munculah
pengertian izin jika dilihat berdasar teori HAN yakni perkenaan dari
pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang
diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan
khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang
sama sekali tidak dikehendaki. Dalam hal ini bisa dicontohkan Izin
Mendirikan Bangunan.

IMB memiliki banyak fungsi prasarana salah satunya adalah prasarana
perumahan, pengertian perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi
dengan prasarana dan sarana lingkungan. Bangunan gedung seperti
perumahan maupun bangunan gedung lainnya harus memenuhi persyaratan
administratif dan persyaratan teknis.

Persyaratan Administratif meliputi :

a. status hak atas tanah atau izin pemanfaatan;
b. status kepemilikan bangunan gedung;

c. Izin Mendirikan Bangunan gedung; dan

d. sertifikat laik fungsi.

Persyaratan Teknis meliputi :
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a. persyaratan tata bangunan; dan
b. persyaratan keandalan bangunan gedung.

Dalam prakteknya pelayanan permohonan IMB tentunya masih banyak
menemui kendala atau hambatan khususnya dalam penegakan hukumnya,
menurut Soerjono Soekanto kendala pokok penegakan hukum adalah!é :

1. Perangkat Hukum
Perangkat hukum ini bisa merupakan perangkat hukum materiil dan
formil.
a. Hukum Materiil
Merupakan pedoman bagi masyarakat tentang apa dan bagaimana
mereka berbuat atau tidak berbuat.
b. Hukum Formil
Hukum yang mengatur tentang bagaimana tata cara mengajukan
tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan putusan
2. Penegak Hukum
Para penegak hukum harus mempunyai kemampuan untuk
berkomunikasi dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan
baik sehingga tujuan mereka dapat tercapai, penegak hukum merupakan
faktor yang menentukan bagi penegakan hukum karena peraturan
perundang-undangan tetap menjadi tidak bermakna tanpa ada penegak

hukum yang melaksanakannya. Maka dari itu perlu dikaji kualitas

16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
CV.Rajawali, 1986), him.5.
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penegak hukumnya, sebab kualitas penegak hukum akan menentukan
kualitas penegakan hukum.
3. Faktor Masyarakat
Penegakan hukum ditujukan untuk mencapai kedamaian dalam
masyarakat, oleh karena itu masyarakat sangat berpengaruh dalam proses
penegakan hukum
F. Metode Penelitian
Adapun metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian untuk tugas akhir atau skripsi ini menggunakan
penelitian lapangan ( field research ) yang mana data yang diperoleh dari
penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan mewawancarai
kepala seksi atau staf-staf yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan di Kabupaten Sleman serta dilengkapi dengan arsip-arsip atau
dokumen yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan kantor Pelayanan
Perizinan di kabupaten Sleman tersebut.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif.
Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian hukum yang
bertujuan memaparkan data hasil pengamatan dalam penelitian pelayanan

permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Sleman ini.!”

17 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosian dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), hlm.130.
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3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengacu
pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini
pendekatan pada penelitian ini berdasarkan pada Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung yang
mengacu pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
Gedung.
4. Subyek dan Obyek Penelitian
a. Subyek Penelitian adalah Responden, yaitu penjawab atas pertanyaan
untuk kepentingan penelitian. Responden mempunyai posisi yang
sangat penting untuk menjawab permasalahan maka penyusun
menentukan responden adalah penerima izin mendirikan bangunan.
b. Obyek Penelitian dalam tugas akhir atau skripsi ini adalah IMB di
Daerah Kabupaten Sleman.
5. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dimana data yang diperoleh yaitu
data sekunder, maka yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian
ini yaitu:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
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2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-
Undang Pokok Agraria
3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi
Daerah
4) Peraturan Perundang-Undangan
a) Perda Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2011 tentang
Bangunan Gedung
b) Perda Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
c) Perda Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 1994 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman
d) Kep. Bupati No 90/SK.KDH/2003  tentang
Penandatangan Perizinan
e) Kep. Bupati Nomor 07a/Kep.KDH/A/2004 tentang
Pemberian Sangsi Administrasi Bagi Pelanggaran IMB
f) Bupati Nomor 5/Kep.KDH/2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau
fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang
berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan,
majalah, peraturan perundang-undangan, surat kabar dan

sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan
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permasalahan yang diteliti yaitu tentang Pelayanan pengurusan
dan kebijakan pemerintah kabupaten sleman dalam menangani
permasalahan permohonan IMB.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus,
ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya yang memberi
penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu Pelayanan
pengurusan dan kebijakan pemerintah kabupaten sleman dalam
menangani permasalahan permohonan IMB.

6. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)
yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-
keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan
penelitian.'® Dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih
dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman
wawancara. Dalam hal ini proses data atau keterangan diperoleh
melalui tanya jawab yang pertanyaannya diajukan kepada kepala seksi
serta staf-staf yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum yang berada di
Jalan Magelang Km.10 dan Dinas Pelayanan Perizinan yang berada di

JL.Krt Pringgodiningrat, Beran, Tridadi. Kabupaten Sleman.

18 Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper, Thesis Dan Desertas, cet.
Ke XXI (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), him.136.
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b. Observasi
Adalah pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis
yang ditujukan pada dinas pekerjaan umum yang didalamnya termasuk
Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman dengan maksud untuk
mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang
dihadapi."
c. Dokumentasi
yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.?°
Data-data tersebut berupa arsip-arip atau dokumen-dokumen yang ada
di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman dan juga buku-buku
tentang pendapat, Teori, Hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya
mendukung dalam penyusunan penelitian ini.
7. Tehnik Analisis Data
Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode
Induktif, yakni:
a. Metode Induktif
Metode Induktif merupakan pengambilan kesimpulan yang
diangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang konkret kemudian
ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk

melihat permasalahan-permasalahan dalam pelayanan permohonan

19 Sapari Imam Asyari, Metode Penalitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas

(Surabaya:Usaha Nasional, 1981), hlm. 82.

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan-3 (Jakarta: PT Universitas
Indonesia, 2010), hlm. 66.
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IMB di Kabupaten Sleman berdasarkan perda nomor 5 tahun 2011
tentang bangunan gedung.
G. Sistematika Pembahasan
Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Dalam Bab pertama ini merupakan bab pendahuluan
yakni penulis akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sifat penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: menjelaskan secara mendalam terkait teori pendukung
atas permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang pelayanan pemerintah
kabupaten sleman dalam menangani permasalahan permohonan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB).

Bab Ketiga: membahas mengenai wilayah penelitian. Dalam bab ini
diuraikan dahulu gambaran umum Kabupaten Sleman dan Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Daerah Kabupaten Sleman. yang meliputi letak
geografis, status hukum ataupun aturan hukum yang terkait dengan lembaga
tersebut, visi dan misi, ruang lingkup kerja atau wilayah hukumnya dan
struktur organisasinya, kemudian menjelaskan tugas dan wewenang dinas
pekerjaan umum dan Perumahan Daerah Sleman.

Bab Keempat, penyusun menganalisa pemerintah Kabupaten Sleman
dalam menangani permasalahan dalam pengurusan izin mendirikan

bangunan, baik mengenai prosedurnya maupun hambatan-hambatan dalam
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mendapatkan IMB tersebut berdasarkan perda nomor 5 tahun 2011 tentang
bangunan gedung.

Bab Kelima, menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
dan memberikan saran atau rekomendasi sebagai bahan refleksi bagi semua
pihak terkait temuan-temuan di lapangan mengenai pelayanan pengurusan
dan kebijakan pemerintah kabupaten sleman dalam menangani permasalahan

permohonan izin mendirikan bangunan.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan mengenai pelayanan permohonan izin mendirikan

bangunan (IMB) di Kabupaten Sleman dapat ditarik kesimpulan, yakni :

1. Prosedur Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah

Kabupaten Sleman.

Izin Mendirikan Bangunan merupakan izin yang wajib dimiliki

oleh setiap pemilik bangunan gedung baik perumahan, perkantoran,

maupun bangunan gedung lainnya dalam hal ini permohonan IMB

khusunya perumahan memiliki prosedur yang cukup panjang, sebelum

mendapatkan SK IMB mereka harus memenuhi persyaratan administratif

dan persyaratan teknis, yakni:

1.

Melengkapi Surat Keterangan Izin dari tetangga baik kanan
maupun kiri yang telah disetujui ketua RT dan RW.

Melengkapi persyaratan Site Plan atau Surat Keterangan Tata
Bangunan dan Lingkungan (SKTBL).

Melengkapi persyaratan-persyaratan pembuatan IMB.

Namun sejauh ini masyarakat Kabupaten Sleman pada

kenyataannya masih banyak yang belum memiliki IMB untuk bangunan

mereka, khususnya perumahan. Pelayanan permohonan izin mendirikan

bangunan (IMB) selama ini dirasakan masih sangat kurang, proses
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penerbitan IMB yang dirasakan pemohon cukup lama dan tidak sesuai
dengan Standart Operating Procedur (SOP).

Kurangnya kesadaran hukum untuk mentaati Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman yang berlaku mengenai IMB ini sangat terlihat di
wilayah Kabupaten Sleman sendiri, tidak hanya masyarakat namun Dinas
atau lembaga terkait pun belum memaksimalkan pengadaan penertiban
untuk kepemilikan IMB ini sendiri.

Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung sendiri
pada saat ini masih belum terealisasi secara maksimal, selain karena
masih banyak bangunan khususnya perumahan yang belum memiliki
IMB juga mengenai sanksi-sanksi yang dijelaskan pada Perda tersebut
belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti sanksi administrasi berupa:

a) Paksaan Pemerintah (bestuurdwang)

b) Penarikan kembali KTUN yang menguntungkan (izin, sibsidi,
pembayaran,dsb)

c) Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (dwangsom)

d) Pengenaan Denda Administratif (administratieve boete)

Sanksi-sanksi administrasi sebagai berikut diatas sejauh ini masih
jarang digunakan sebagai alternatif penertiban di wilayah Kabupaten
Sleman sendiri. Selain sanksi administrasi pemerintah Kabupaten Sleman
juga sebenarnya bisa menggunakan sanksi pidana, namun jika dalam

kaitannnya dengan IMB ini kebanyakan menggunakan sanksi
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administratif, kecuali jika sanksi administrasi sudah tidak bisa lagi ditaati

maka barulah menggunakan sanksi pidana.

2. Hambatan Dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di

Daerah Kabupaten Sleman

Selain dari segi pelayanan permohonan izin mendirikan

bangunan (IMB) yang mengalami keterlambatan atau kemunduran waktu

yang begitu lama sehingga tidak sesuai dengan SOP, banyak juga

hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses permohonan IMB itu

sendiri, yakni:

1.

Terkadang hambatan timbul karena masyarakat / pemohon sering
memberikan data yang tidak lengkap, tidak sesuai dengan keadaan
sebenarnya atau kurang lengkapnya syarat-syarat administrasi
pemohon. Hal ini menyebabkan pemrosesan ijin terhambat sehingga
IMBnya juga terhambat.

Kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat masih belum terlalu
tinggi, itulah mengapa masyarakat belum banyak yang tau mengenai

pentingnya IMB bahkan mengabaikan IMB tersebut.

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana di dinas pekerjaan umum

sleman dalam menunjang proses pelayanan perizinan IMB, seperti:
kendaraan dinas yang digunakan untuk pengecekan lokasi masih
kurang, terkadang petugas enggan memakai kendaraan milik pribadi.

Keterbatasan jumlah pegawai yang menangani masalahan proses

perizinan IMB baik di DPUP maupun d KPP Kabupaten Sleman.
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5. Pejabat yang berwenang untuk melagilisir atau menandatanagani
permohonan perizinan IMB tersebut sering kali sedang dinas keluar
kantor maupun keluar kota yang menyebabkan keterlambatan SK
IMB keluar.

6. Jadwal penyampaian dari pemerintah atasan ke kecamatan lalu
kelurahan masih sering terlambat sehingga mengulur waktu yang
ditentukan semula.

B. Saran

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman ataupun
Kantor Pelayanan Perizinan harusnya banyak memberikan penyuluhan dan
penertiban kepada masyarakat Kabupaten Sleman agar mentaatai
Peraturan daerah yang berlaku khususnya PERDA Nomor 5 Tahun 2011
Tentang Bangunan Gedung.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman
hendaknya melakukan penindakan sanksi yang tegas baik sanksi
administratif maupun sanksi pidana kepada masyarakat yang tidak mau
memproses IMBnya

3. Lembaga atau Dinas terkait pelayanan permohonan perizinan IMB
hendaknya lebih meningkatkan pelayanannya dan SDMnya supaya tidak
terjadi keterlambatan waktu sehingga sesuai dengan SOP.

4. Masyarakat Kabupaten Sleman hendaknya lebih tertib taat pada peraturan
yang berlaku sehingga antara masyarakat dan pemerintah saling terkait

dan Peraturan Daerah dapat terealisasikan secara maksimal.
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